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ABSTRACT		

The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 ascertain	 the	 impact	 of	Work	Motivation,	 Quality	 of	
Human	 Resources,	 Reporting	 Systems,	 and	 Legislation	 Compliance	 on	 the	 Performance	
Accountability	of	Regional	Governmental	Organizations	(OPD)	in	Palembang	City	in	2024.	The	
sampling	technique	that	was	used	for	this	research	is	purposive	sampling,	with	a	population	of	
50	 OPD	 in	 Palembang	 City	 and	 32	 Sample	 with	 a	 total	 of	 183	 respondents.	 Multiple	 linear	
regression	is	used	in	data	analysis	techniques	for	this	study,	which	makes	use	of	primary	data	and	
data	hypothesis	testing	tools	utilizing	Statistical	Product	and	Service	Solutions	(SPSS)	software	
version	26.	Partial	hypothesis	testing	results	indicate	that	each	of	the	following	variables	has	a	
partial	impact	on	the	variable	Accountability	for	Organizational	Performance:	Quality	of	Human	
Resources,	Reporting	System,	Compliance	with	Legislation,	and	Work	Motivation.	

Keywords:	Performance	Accountability,	Compliance	With	Laws,	Reporting	System,							Quality	Of	
Human	Resources,	Work	Motivation.	
	
ABSTRAK		

Penelitian	 ini	 memiliki	 tujuan	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	 Ketaatan	 Terhadap	
Perundangan,	 Sistem	 pelaporan,	 Kualitas	 Sumber	 Daya	 Manusia,	 Motivasi	 kerja	 terhadap	
Akuntabilitas	Kinerja	Organisasi	Perangkat	Daerah	(OPD)	Kota	Palembang	dalam	tahun	2024.	
Teknik	 pengumpulan	 sampel	 di	 penelitian	 ini	 berupa	 Purposive	 Random	 Sampling	 dengan	
populasi	50	OPD	Kota	Palembang	dan	Sampel	32	dengan	total	183	responden.	Penelitian	 ini	
menggunakan	data	primer	melalui	alat	uji	hipotesis	data	yang	menggunakan	perangkat	lunak	
Statistical	Product	and	Service	Solutions	(SPSS)	versi	26,	dengan	metode	analisis	data	melalui	
regresi	 linier	 berganda.	 Hasil	 pengujian	 hipotesis	 secara	 parsial	 membuktikan	 bahwasanya	
variabel	Ketaatan	Terhadap	Perundangan,	Sistem	Pelaporan,	Kualitas	Sumber	Daya	Manusia	
dan	Motivasi	Kerja	masing-masing	berpengaruh	secara	parsial	terhadap	variabel	Akuntabilitas	
Kinerja	OPD	Kota	Palembang,	hasil	pengujian	hipotesis	secara	simultan	menunjukkan	Ketaatan	
Terhadap	Perundangan,	Sistem	Pelaporan,	Kualitas	Sumber	Daya	Manusia	dan	Motivasi	Kerja	
berpengaruh	terhadap	Akuntabilitas	Kinerja	OPD	Kota	Palembang.	

Kata	 kunci:	 Akuntabilitas	 Kinerja,	 Ketaatan	 Terhadap	 Perundangan,	 Sistem	 	 	 Pelaporan,	
Kualitas	Sumber	Daya	Manusia,	Motivasi	Kerja.	
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PENDAHULUAN		

Akuntabilitas	 kinerja	 instansi	 merupakan	 suatu	 bentuk	 pelaporan	 apakah	
suatu	instansi	telah	mencapai	tujuan	dan	sasaran	organisasinya.	Akuntabilitas	kinerja	
Berdasarkan	 Keputusan	 Presiden	 No.	 7	 Tahun	 1999	 yang	 selanjutnya	 diperbarui	
dengan	 Keputusan	 Presiden	 RI	 No.	 29	 Tahun	 2014	 terkait	 Sistem	 Akuntabilitas	
Kinerja	Instansi	Pemerintah	(SAKIP).	Tingkat	pusat	dan	daerah	membagikan	laporan	
tersebut,	 berupa	 Laporan	 Kinerja	 Kewenangan	 Pemerintah	 Daerah	 (LKjIP),	 atas	
kinerja	 mereka	 sebagai	 bentuk	 akuntabilitas	 untuk	 mencapai	 tujuan	 organisasi	
berdasarkan	misi	pokok	dan	fungsi	organisasi	kewajiban	untuk	mengambil	tanggung	
jawab.	 Hal	 ini	 dihasilkan	 secara	 berkala	 dan	 merupakan	 hasil	 proses	 SAKIP.	
Pemerintah	 diharapkan	 selalu	 memberikan	 informasi	 kepada	 masyarakat	 luas	
sehingga	 mereka	 bisa	 menjadi	 pengamat	 dan	 memberikan	 masukan	 kepada	
pemerintah.	 Selain	 itu,	 informasi	 ini	 harus	 akuntabel	 untuk	 mendukung	
pemerintahan	yang	baik.	Menurut	Peraturan	Pendayagunaan	Aparatur	Negara	dan	
Reformasi	 Birokrasi	 No.	 12	 Tahun	 2015,	 lima	 komponen	 utama	 SAKIP	 adalah	
perencanaan	 kinerja	 dengan	 bobot	 penilaian	 30%,	 pengukuran	 kinerja	 25%,	
pelaporan	 kinerja	 15%,	 dan	 evaluasi	 10%.	 Nilai-nilai	 ini	 akan	 digunakan	 untuk	
menentukan	 keberhasilan	 atau	 kegagalan	 laporan	 AKIP.	 Mengutip	 berita	
https://palembang.go.id	 tanggal	 31	 Oktober	 2022,	 pemerintah	 kota	 Palembang	
mendapat	predikat	“B”	dengan	nilai	60-70	artinya	hingga	tahun	tersebut	belum	bisa	
mencapai	sesuai	 target	yaitu	“A”	pada	 tahun	2022.	Predikat	B	diperoleh	 turun	dari	
tahun	sebelumnya	yaitu	“BB”	pada	tahun	2021.	Hasil	evaluasi	menunjukkan	bahwa	
pemerintah	kota	Palembang	mendapatkan	penilaian	tingkat	efektivitas	dan	e>isiensi	
dengan	predikat	“Baik”	namun	belum	berhasil	memperoleh	predikat	“A”	dengan	nilai	
80-90	sebagai	predikat	paling	tinggi	penilaian	kinerja	pemerintah	daerah.		

Tercapainya	 implementasi	 AKIP	 masih	 berada	 pada	 kategori	 “B”	 tersebut	
dianggap	masih	cukup	 jauh	untuk	mencapai	 target.	Berikut	Laporan	Hasil	Evaluasi	
AKIP	kota	Palembang	untuk	Tahun	2018	–	2022:	

Tabel	1.	Laporan	Hasil	Evaluasi	AKIP	Kota	Palembang		

No.		 Indikator	Kinerja		 Capaian		 Tahun	2022	
2018		 2019		 2020		 2021		 Target		 Realisasi		 Capaian(%)		

1	 Skor		
Evaluasi		
SAKIP		
Kota		
Palembang		

B		 B		 BB		 BB		 A		 B		 85.68	

2		 Opini	BPK		
atas	Laporan		
Hasil		
Pemeriksaan	BPK	RI		

WTP		 WTP		 WTP		 WTP		 WTP		 WTP		 100		

Rata	–	Rata	Capaian	Kinerja	 		92.84		
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Sumber:	Laporan	Hasil	Evaluasi	AKIP	KemenPAN-RB	Tahun	2018-2022	

Berdasarkan	 penilaian	 dari	 LKjIP	Kota	 Palembang,	 Tabel	 1.1	menunjukkan	
hasil	yang	cukup	baik	dengan	memperoleh	2	predikat	yaitu	B	(2018,	2019	dan	2022)	
dan	 BB	 (2020	 dan	 2021).	 Pencapaian	 nilai	 B	 dan	 BB	 yang	 diraih	 kota	 Palembang	
tersebut	menandakan	akuntabilitas	kinerja	telah	diakui	cukup	baik	namun	dari	hasil	
analisis	 didapatkan	 kesimpulan	 terjadi	 inkonsistensi	 pencapaian	 yang	 diperoleh.	
Tahun	2018	sampai	tahun	2019	Kota	Palembang	berada	di	predikat	B	dan	mengalami	
kenaikan	di	 tahun	2020	sampai	 tahun	2021	dengan	predikat	BB.	Tahun	2022	Kota	
Palembang	 kembali	 mengalami	 penurunan	 predikat	 menjadi	 B.	 Sehingga	 peneliti	
ingin	menganalisis	beberapa	faktor	pendukung	yang	memengaruhi	naiknya	kinerja	
akuntabilitasnya	menjadi	lebih	baik	pada	kota	Palembang.	Ada	beberapa	faktor	yang	
diyakini	 memengaruhi	 Akuntabilitas	 Kinerja	 suatu	 lembaga,	 termasuk	 kualitas	
sumber	daya	manusianya,	 dalam	menjalankan	 tugas	dan	 tanggung	 jawab	menurut	
latar	belakang	pendidikan	dan	pelatihan	mereka.		

Salah	 satu	 penelitian	 sebelumnya	 terkait	 pengaruh	 kualitas	 SDM	 terhadap	
akuntabilitas	kinerja	di	BPKPD	Surabaya	yaitu	milik	(Fadilah	dan	Retnani,	2018),	yang	
mengungkapkan	 bahwasanya	 kualitas	 staf	 berpengaruh	 terhadap	 akuntabilitas	
kinerja.	 Penelitian	 (Rere	 dan	 Retnani,	 2019)	 juga	 memberikan	 pernyataan	
bahwasanya	 Kualitas	 SDM	 berpengaruh	 terhadap	 akuntabilitas	 kinerja.	 Faktor	
lainnya	yang	mungkin	memengaruhi	akuntabilitas	kinerja	 instansi	berupa	Motivasi	
Kerja,	 yang	 diartikan	 sebagai	 kondisi	 yang	 menghasilkan	 pembangkitan,	
pengendalian,	serta	pemeliharaan	perilaku	yang	berkaitan	dengan	lingkungan	kerja	
(Amirullah,	 2015:193).	Motivasi	 dalam	 bekerja	 sangat	 penting	 dalam	menentukan	
produktivitas	 dalam	 organisasi	 pemerintahan.	 Individu	 dalam	 organisasi	 apa	 pun	
harus	mampu	bekerja	secara	efektif	dan	optimal,	inovatif,	dan	berkontribusi	secara	
antusias	 agar	 tugas	 yang	 diberikan	 bersifat	 e>isien	 dan	 bisa	 selesai	 tepat	 waktu.	
Semakin	tinggi	tingkat	motivasi	dalam	bekerja	maka	kinerja	organisasinya	semakin	
tinggi.		

Penelitian	 sebelumnya	 telah	menyelidiki	 pengaruh	motivasi	 kerja	 terhadap	
komitmen	kinerja.	Selain	itu,	Kepatuhan	terhadap	UU	merupakan	bentuk	kepatuhan	
yang	 telah	 ditetapkan	 oleh	 pemerintah	 secara	 teratur	 untuk	 mewujudkan	
pemerintahan	 yang	 bertanggung	 jawab	 (Wahid,	 2016).	 Problem	 peraturan	
perundangan	 dan	 pelaporan	 keuangan	 terkait	 untuk	 mengetahui	 sejauh	 mana	
pemerintah	 daerah	 menggunakan	 dan	 mendapatkan	 sumber	 daya	 sesuai	 dengan	
peraturan	 perundangan	 yang	 berlaku.	 Sistem	 pelaporan	 kinerja,	 yang	
menggambarkan	 tanggung	 jawab	 dan	 akuntabilitas	 dalam	 melaporkan	 semua	
aktivitas	 dan	 sumber	 daya	 yang	 dipertanggungjawabkan,	 dapat	 digunakan	 untuk	
menilai	 kepatuhan	 terhadap	 peraturan	 perundang-undangan.	 Laporan	 keuangan	
akan	baik	jika	sesuai	dengan	Standar	Akuntansi	Pemerintahan	(SAP)	dan	persyaratan	
pelaporan	keuangan	organisasi	sektor	publik.	Faktor	lain	yang	memengaruhi	SAKIP	
yaitu	sistem	pelaporan,	yang	dibutuhkan	dalam	pelacakan	dan	pengawasan	kinerja	

pelaksanaan	anggaran.	Menurut	penelitian	milik	(Zakiyudin	&	Suyanto,	2015),	sistem	
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pelaporan	 digunakan	 saat	 melacak	 hasil	 kerja	 yang	 menunjukkan	 hasil	 kerja	 dan	
anggaran.	Pelaporan	yang	baik	dibuat	secara	objektif,	relevan,	konsisten,	tepat	waktu,	
jujur,	 sekaligus	 transparan	 yang	 sangat	 penting	 untuk	meningkatkan	 akuntabilitas	
kinerja	 lembaga	 pemerintah	 dan	 menjadi	 pertimbangan	 untuk	 pengambilan	
keputusan.	Salah	satu	studi	sebelumnya	tentang	dampak	Sistem	Pelaporan	terhadap	
Akuntabilitas	Kinerja	BPKPD	Surabaya	yaitu	milik	(Azizah	dan	Widyawati,	2020).	

Menurut	 pemaparan	 latar	 belakang,	 maka	 peneliti	 tertarik	 untuk	 meneliti	
“Pengaruh	Ketaatan	terhadap	Perundangan,	Sistem	Pelaporan,	Kualitas	Sumber	Daya	
Manusia	 dan	 Motivasi	 Kerja	 terhadap	 Akuntabilitas	 Kinerja	 Organisasi	 Perangkat	
Daerah	 Kota	 Palembang”.	 Seperti	 yang	 dipaparkan	 oleh	 beberapa	 akademisi	 Teori	
Agensi	 yang	 diperkenalkan	 oleh	 Jensen	 dan	 Meckling	 dalam	 buku	 (Corporate	
Governance	Principles	and	Practices	in	Malaysia,	2019	:	85).	yang	di	mana	teori	ini	
dalam	artian	luas	merupakan	suatu	prinsip	yang	digunakan	untuk	menjelaskan	dan	
menyelesaikan	 permasalahan	 dalam	 hubungan	 yang	 terikat	 dengan	 kontrak	 dan	
kepentingan	antara	para	pelaku	(Principals)	dalam	bisnis	maupun	kehidupan	sehari-
hari	dengan	pihak	ketiga	(Agent).		
	
METODE	PENELITIAN		

Penelitian	 ini	diklasi>ikasikan	 sebagai	penelitian	kausalitas,	 artinya	peneliti	
mencari	 tahu	 apakah	 ditemukan	 hubungan	 sebab-akibat	 antara	 beberapa	 variabel	
yang	telah	diprediksi	sebelumnya	dan	kemudian	dikategorikan.	Metode	yang	dipilih	
untuk	 penelitian	 ini	 berupa	 pendekatan	 kuantitatif	 yang	 mengolah	 data	 primer	
dengan	menggunakan	persamaan	regresi	berganda	yang	diperoleh	melalui	jawaban	
dari	 responden	 atas	 kumpulan	 pertanyaan	 dari	 kuesioner	 yang	 secara	 langsung	
disebarkan	 kepada	 responden	 lalu	 dianalisis	 melalui	 program	 SPSS	 sehingga	
mendapatkan	data	serta	hasil	untuk	digunakan	dalam	menjawab	perumusan	masalah	
yang	 ada.	 Populasi	 di	 penelitian	 ini	 yaitu	 OPD	 pada	 pemerintah	 Kota	 Palembang	
dengan	jumlah	keseluruhan	32	OPD	dan	18	Kecamatan.	Teknik	sampel	yang	dipilih	
berupa	Purposive	Sampling.	Sampel	dari	penelitian	ini	yaitu	Badan,	Dinas,	Sekda,	dan	
Inspektorat	Pemerintah	kota	Palembang.	responden	yang	diambil	untuk	penelitian	ini	
yaitu	6	orang	di	setiap	Organisasi	Perangkat	Daerah	(OPD).		

Adapun	kriteria	responden	di	penelitian	ini	yaitu	Badan/Dinas	serta	Instansi	
yang	melaporkan	dan	mempublikasikan	Laporan	Kinerja	Instansi	Pemerintah	(LKjIP)	
dan	 yang	 termasuk	 ke	 dalam	 Organisasi	 Perangkat	 Daerah	 Kota	 Palembang	 yang	
diatur	pada	Peraturan	Daerah	No.	6	Tahun	2022.	Peneliti	memilih	objek	penelitian	ini	
di	 Kota	 Palembang,	 yaitu	 pada	 32	OPD	Kota	 Palembang.	 Dan	waktu	 penelitian	 ini	
dimulai	dari	bulan	Februari	hingga	Juni	tahun	2024.	Teknik	analisis	data	di	penelitian	
ini	berupa	Analisis	statistik	deskriptif,	Uji	Kualitas	Data,	Uji	validitas	dan	reliabilitas,	
Uji	asumsi	klasik,	uji	normalitas,	uji	multikolinearitas,	uji	heteroskedastisitas,	analisis	
regresi	linear	berganda,	uji	koe>isien	determinasi,	uji	t	(parsial),	serta	uji	F	(simultan).	
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Tabel	2.	Tabel	Operasional	Variabel	

Variabel	 Dimensi	 Indikator	 Skala	
Ketaatan	 Terhadap	
Perundangan	(X1)	
Ketaatan	 terhadap	 peraturan	
sangat	penting	karena	tanpanya	
dapat	 terjadi	 kegaduhan,	 rasa	
kurang	 aman,	 kegiatan	
masyarakat	 terganggu,	 dan	
kemajuan	 terhambat.	 Ketaatan	
terhadap	 peraturan	 dapat	
diukur	 dengan	 tiga	 faktor:	
kepatuhan	 terhadap	 peraturan,	
pengawasan	 terhadap	
pelaksanaan	 tugas	 sesuai	
dengan	 peraturan,	 dan	
keselarasan	 terhadap	
peraturan.	
	
Solihin	 dalam	 studi	 (Chandra,	
2021)	

Kepatuhan	 Sifat	 patuh,	 taat,	 maupun	
tunduk	pada	peraturan.	

Interval	

Sifat	 taat	 individu	 saat	
melaksanakan	aktivitas	 Interval	

Pengawasan	 Memastikan	 bahwasanya	
aktivitas	 yang	 terlaksana	
sesuai	rencana	

Interval	

Menghindari	 terjadi	
penyimpangan	 Interval	

Sistem	 pelaksanaan	
berjalan	sesuai	yang	telah	
direncanakan.	

Interval	

Keselarasan	 Keselarasan	 antara	
peraturan	atau	kebijakan	

Interval	

Sistem	Pelaporan	(X2)	
Digunakan	saat	memantau	hasil	
kerja	 yang	 menunjukkan	 hasil	
kerja	 pertanggungjawaban	
beserta	anggarannya	(Zakiyudin	
&	Suyanto,	2015)	
	

Akuntabilitas	 Mempertanggungjawabka
n	 pengelolaan	 sumber	
daya	

Interval	

Pelaksanaan	 kebijakan	
kepada	entitas	pelaporan	 Interval	

Manajemen	 Mengevaluasi	
pelaksanaan	kegiatan.	 Interval	

Transparansi	 Memberi	 informasi	
terbuka	dan	jujur	

Interval	

Keseimbanga
n	 antar	
generasi	

Membantu	 mengetahui	
kecukupan	 penerimaan	
periode	pelaporan.		

Interval	

Kualitas	SDM	(X3)	
Kemampuan	 SDM	 dalam	
menjalankan	tugas	dan	
tanggung	 jawab	 yang	 diberikan	
kepadanya	 dengan	 bekal	
pendidikan,	 pelatihan,	 serta	

Pendidikan	 Menambah	 pengetahuan	
umum	 Interval	

Berhubungan	 dengan	
menjawab	How	dan	why	 Interval	

berhubungan	 dengan	
teori	pekerjaan.	

Interval	
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Adapun	 hipotesis	 pada	 penelitian	 ini	 adalah	 diduga	 Ketaatan	 terhadap	

perundangan,	 Sistem	 Pelaporan,	 Kualitas	 SDM	 dan	 Motivasi	 Kerja	 berpengaruh	
secara	simultan	terhadap	Akuntabilitas	Kinerja	OPD	Kota	Palembang.	

pengalaman	 yang	 cukup	
memadai	(Priansa	2014:	147)	

Pelatihan	 keahlian	dan	kemampuan	
untuk	 melaksanakan	
pekerjaan	

Interval	

Motivasi	Kerja	(X4)	
Motivasi	kerja	adalah	keinginan	
untuk	 meraih	 prestasi	 mutlak	
dimiliki	setiap	orang	
	
McClelland	 dalam	 penelitian	
(Sunyoto,	2010)		

Kebutuhan	
akan	
Pencapaian	
Prestasi	

Keinginan	 untuk	
berprestasi	

Interval	

Memenuhi	 standar	 kerja	
yang	ditetapkan	

Interval	

Berusaha	 meningkatkan	
kemampuan	yang	dimiliki	

Interval	

Kebutuhan	
akan	
Kekuasaan		

Keinginan	 memengaruhi	
rekan	Kerja	

Interval	

Bertanggungjawab	 atas	
orang	lain	

Interval	

Memiliki	 otoritas	
terhadap	orang	lain	 Interval	

Kebutuhan	
Akan	
Hubungan	
serta	Afiliasi	

Menjalin	 Hubungan	
Dengan	Ramah	Dan	Akrab	

Interval	

Akuntabilitas	Kinerja	(Y)	
Akuntabilitas	 dimaknai	 sebagai	
akuntabilitas	 kinerja,	 berupa	
suatu	 perwujudan	 kewajiban	
seseorang	 maupun	 unit	 kerja	
organisasi	 untuk	
mempertanggungjawabkan	
pengelolaan	 sumber	 daya	 dan	
pelaksanaan	
kegiatan/kebijakan	 yang	
dipercayakan	 kepadanya	 untuk	
mencapai	 tujuan	 yang	
ditetapkan	 melalui	 media	
pertanggungjawaban	 secara	
periodik	 (Hadiwijoyo	 &	 Anisa,	
2019:27)	

Akuntabilitas	
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hukum	dan	peraturan	

Interval	

Akuntabilitas	
Proses	

Prosedur	 dalam	
melaksanakan	tugas	 Interval	

Akuntabilitas	
Program	

Pertimbangan	tujuan	yang	
ditetapkan	

Interval	
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alternatif	program	

Interval	
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HASIL	DAN	PEMBAHASAN		

Gambar	1.	 	 	 	 Gambar	2.	
Hasil	Uji	Normalitas		 	 P-Plot	of	regression	standardized	residual	

	
	
	
	
	
	
	
	

Diketahui	kurva	tidak	condong	ke	kanan	maupun	ke	kiri	atau	dalam	kata	lain,	
kurva	di	atas	berbentuk	lonceng,	sehingga	data	yang	digunakan	berdistribusi	normal.	
Berdasarkan	gambar	2	diketahui	bahwasanya	titik-titik	menyebar	sekitar	garis	dan	
mengikuti	arah	garis	diagonal,	maka	nilai	residual	tersebut	dianggap	normal.	

		 					Gambar	3.		 	 	 	 	 Gambar	4.	
			Uji	Kolmogorov-Smirnov		 	 	 			Uji	Multikolinearitas	

		

Berdasarkan	 hasil	 olahan	 Kolmogorov-Smirnov	 di	 atas	 dan	 dasar	
pengambilan	 keputusan	 dengan	 pendekatan	 Asymp.sig	 (2-tailed)	 maka	 diketahui	
nilai	probabilitas	 sebesar	0,200	>	 tingkat	 signi>ikansi	 taraf	nyata	0,05	=	5%,	maka	
kesimpulannya	 data	 terdistribusi	 secara	 normal.	 Berdasarkan	 hasil	 uji	
Multikolinearitas,	 analisis	 tersebut	 memiliki	 variabel	 Ketaatan	 Terhadap	
perundangan	VIF	4,021	<	10	dan	Nilai	Tolerance	sebesar	0,249	>	0,1.	Variabel	Sistem	
pelaporan	VIF	1,738	<	10	dan	Nilai	Tolerance	sebesar	0,575	>	0,1.	Variabel	Kualitas	
Sumber	Daya	Manusia	VIF	3,987	<	10	dan	Nilai	Tolerance	sebesar	0,251	>	0,1	dan	
variabel	Motivasi	Kerja	VIF	2,080	<	10	dan	Nilai	Tolerance	sebesar	0,481	>	0,1,	maka	
pada	model	regresi	tersebut	tidak	terdapat	masalah	multikolinearitas.	
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Gambar	5		 	 	 	 	 Gambar	6.	
		Uji	Heterokedatisitas	 	 							Analisis	Regresi	Linier	Berganda	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Diketahui	titik-titik	telah	menyebar	di	atas	maupun	di	bawah	angka	0	pada	
sumbu	Y.	Sehingga	tidak	terjadi	gejala	heteroskedastisitas	atau	model	regresi	layak	
dipakai	 dalam	 mengetahui	 beberapa	 faktor	 variabel	 X	 yang	 dapat	 memengaruhi	
akuntabilitas	 kinerja.	 Menurut	 hasil	 uji	 regresi	 linear	 berganda	 maka	 diperoleh	
persamaan	 regresi	 linier	 berganda	 untuk	 model	 pengaruh	 Ketaatan	 Terhadap	
Perundangan,	 Sistem	 Pelaporan,	 Kualitas	 SDM	 dan	 Motivasi	 Kerja	 terhadap	
Akuntabilitas	 Kinerja	 Sebagai	 berikut,	 Konstanta	 sebesar	 0,274	 memberikan	 arti	
bahwasanya	 jika	Ketaatan	Terhadap	Perundangan,	Sistem	Pelaporan,	Kualitas	SDM	
dan	 Motivasi	 Kerja	 diasumsikan	 =	 0,	 maka	 secara	 konstan	 variabel	 Akuntabilitas	
kinerja	 bernilai	 sebesar	 0,274,	 Koe>isien	 regresi	 variabel	 Ketaatan	 Terhadap	
Perundangan	 (X1)	 bernilai	 positif	 sebesar	 0,249	 artinya	 apabila	 variabel	 Ketaatan	
Terhadap	Perundangan	(X1)	mengalami	peningkatan	sebesar	1	sedangkan	variabel	
lainnya	 dianggap	 konstan,	 maka	 variabel	 Y	 berupa	 Akuntabilitas	 Kinerja	 akan	
meningkat	sebesar	0,249,	Koe>isien	regresi	variabel	Sistem	Pelaporan	(X2)	bernilai	
positif	 sebesar	 0,701	 artinya	 apabila	 variabel	 Sistem	 Pelaporan	 (X2)	 mengalami	
peningkatan	sebesar	1	sedangkan	variabel	lainnya	dianggap	konstan,	maka	variabel	
Y	 berupa	 Akuntabilitas	 Kinerja	 akan	 mengalami	 peningkatan	 sebesar	 0,701.	 4.	
Koe>isien	 regresi	 variabel	Kualitas	 SDM	 (X3)	bernilai	 positif	 sebesar	0,123	 artinya	
apabila	 variabel	 Kualitas	 SDM	 (X3)	 mengalami	 peningkatan	 sebesar	 1	 sedangkan	
variabel	 lainnya	 dianggap	 konstan,	 maka	 variabel	 Y	 berupa	 Akuntabilitas	 Kinerja	
akan	mengalami	peningkatan	sebesar	0,123.	Koe>isien	regresi	variabel	Motivasi	Kerja	
(X4)	 bernilai	 Positif	 sebesar	 0,339	 artinya	 apabila	 variabel	 Motivasi	 Kerja	 (X4)	
mengalami	 peningkatan	 sebesar	 1	 sedangkan	 variabel	 lainnya	 dianggap	 konstan,	
maka	variabel	Y	berupa	Akuntabilitas	Kinerja	akan	mengalami	peningkatan	sebesar	
0,339.	
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Gambar	7.	Uji	KoeMisien	Determinasi	

		 	 	

Diketahui	nilai	Adjusted	R	Square	0,899	yang	menandakan	ukuran	variabel	
independen	yaitu	Ketaatan	Terhadap	Perundangan,	Sistem	Pelaporan,	Kualitas	SDM	
dan	Motivasi	Kerja	Memengaruhi	variabel	dependen	Akuntabilitas	Kinerja	Organisasi	
Perangkat	Daerah	Kota	Palembang	 (Y)	 sebesar	 (0,899	 x	 100	=	89,9%),	 sedangkan	
sisanya	(100%	-	89,9%	=	10,1	(%)	dipengaruhi	dari	beberapa	variabel	lainnya	di	luar	
penelitian,	 Semakin	 besar	 nilai	 Adjusted	 R	 Square	 menandakan	 dampak	 suatu	
variabel	 Ketaatan	 Terhadap	 Perundangan,	 Sistem	 Pelaporan,	 Kualitas	 SDM	 dan	
Motivasi	 Kerja	 Terhadap	 Akuntabilitas	 Kinerja	 OPD	 Kota	 Palembang	 semakin	
memiliki	pengaruh	yang	kuat.	

Gambar	8.	Uji	Parsial	

	
	
	
	
	
	
	
	

Dari	hasil	estimasi	tersebut	maka	dapat	diinterpretasikan	seperti	berikut:	
Perolehan	𝑡!"#$% 	 :	N	-	K=	183-	4	=	179	
Nilai	𝑡!"#$% 	 :	1,653	

1. Pengaruh	 Ketaatan	 terhadap	 perundangan	 (X1)	 terhadap	 Akuntabilitas	
kinerja	OPD	Kota	Palembang	(Y)	

Nilai	 𝑡&'!()*	 sebesar	 4,590	 dan	 𝑡!"#$% 	 sebesar	 1,653	 dari	 hasil	
perbandingan	 maka	 𝑡&'!()* >	 𝑡!"#$%yaitu	4,590	 >
	1,653	dan	perbandingan	taraf	signi:ikan		0,000		 <
	0,05. Sehingga	variabel	Ketaatan	terhadap	perundangan	terdapat	pengaruh	s
igni>ikan	terhadap	Akuntabilitas	Kinerja	OPD	Kota	Palembang	
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2. Pengaruh	 Sistem	 Pelaporan	 (X2)	 terhadap	 Akuntabilitas	 Kinerja	 OPD	 Kota	
Palembang	(Y)	

Nilai	 𝑡&'!()* sebesar	 15,968	 dan	 𝑡!"#$% 	 	sebesar	 1,653	 dari	 hasil	
perbandingan	maka	𝑡&'!()*>	𝑡!"#$% 	yaitu	 15,968	 >	 1,653	 dan	 perbandingan	
taraf	signi>ikan	 	0,000	 	<	0,05.	Sehingga	variabel	Sistem	pelaporan	terdapat	
pengaruh	signi>ikan	Akuntabilitas	Kinerja	OPD	Kota	Palembang	

3. Pengaruh	Kualitas	SDM	(X3)	terhadap	Akuntabilitas	Kinerja	(Y)	
Nilai	 𝑡&'!()*	 sebesar	 2,445	 dan	 𝑡!"#$% 	sebesar	 1,653	 dari	 hasil	

perbandingan	 maka	 𝑡&'!()* >	𝑡!"#$% 	yaitu	 2,445	 >	 1,653	 dan	 perbandingan	
taraf	 signi>ikan	 	 0,015	<	0,05.	 Sehingga	variabel	 Sistem	pelaporan	 terdapat	
pengaruh	signi>ikan	Akuntabilitas	Kinerja	OPD	Kota	Palembang	

4. Pengaruh	 Motivasi	 Kerja	 (X4)	 terhadap	 Akuntabilitas	 Kinerja	 OPD	 Kota	
Palembang	(Y)	

Nilai	 𝑡&'!()* 	sebesar	 9,564	 dan	 𝑡!"#$% 	sebesar	 dari	 hasil	 1,653	
perbandingan	 maka	 𝑡&'!()* >	𝑡!"#$% 	yaitu	 9,564	 >	 1,653	 dan	 perbandingan	
taraf	 signi>ikan	 	 0,000	 	 <	 0,05.	 Sehingga	 variabel	 motivasi	 kerja	 terdapat	
pengaruh	signi>ikan	terhadap	Akuntabilitas	Kinerja	OPD	Kota	Palembang.		

Gambar	9.	Uji	Simultan	

	
	
	
	
	
	
	

Berdasarkan	 uji	 F	 diperoleh	 hasil	 𝑓&'!()* 	sebesar	 407,604	 dengan	
membandingkan	𝑓!"#$% 	dan	taraf	nyata	0,05.	Maka	perolehan	𝑓!"#$% 	sebagai	berikut:	
Df	1	 :	K	–	1	=	4	–	1	=	3	
Df	2	 :	N	–	k	=	183	–	4	=	179	
𝑓!"#$% 	 :	2,42	

𝑓&'!()*>	𝑓!"#$% 	(407,291	 >	 2,42)	 dengan	perbandingan	 taraf	 signi>ikan	 (sig)	
0,000	<	0,05	maka	diinterpretasikan	 jika	 terdapat	pengaruh	yang	signi>ikan	antara	
variabel	 Ketaatan	 Terhadap	 Perundangan,	 Sistem	 Pelaporan,	 Kualitas	 SDM,	 serta	
Motivasi	 Kerja	 secara	 simultan	 terhadap	 variabel	 dependen	 Akuntabilitas	 Kinerja	
OPD	Kota	Palembang.	
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KESIMPULAN	

Variabel	 Ketaatan	 Terhadap	 Perundangan	 (X1),	 	 Sistem	 Pelaporan	 (X2),	
Kualitas	 SDM	 (X3),	 dan	 Motivasi	 Kerja	 (X4)	 berpengaruh	 secara	 simultan	 dan	
signi>ikan	terhadap	Akuntabilitas	Kinerja	OPD	Kota	Palembang.	
	
SARAN	

1. Bagi	 instansi	 pemerintah	 dapat	 mempertahankan	 konsistensi	 dari	
akuntabilitas	kinerjanya	agar	tetap	baik	di	setiap	tahunnya	atau	bahkan	dapat	
mengoptimalkan	hingga	Tingkat	sempurna	sebagaimana	dalam	penelitian	ini	
mendapatkan	 hasil	 ketaatan	 terhadap	 perundangan,	 sistem	 pelaporan,	
kualitas	SDM	dan	motivasi	kerja	berpengaruh	terhadap	akuntabilitas	kinerja	
OPD	kota	Palembang.	

2. Bagi	peneliti	berikutnya	yang	melakukan	penelitian	serupa	diharapkan	untuk	
menambah	 faktor	 lainnya	 yang	 dapat	 berpengaruh	 terhadap	 akuntabilitas	
kinerja,	sehingga	mampu	memberi	gambaran	lebih	luas	terkait	variabel	dan	
faktor	apa	saja	yang	memengaruhi	Akuntabilitas	kinerja.	

3. Bagi	masyarakat	umum	hendaknya	turut	memperhatikan	Ketaatan	Terhadap	
Perundangan,	Sistem	Pelaporan,	Kualitas	SDM	dan	Motivasi	Kerja	Pemerintah,	
karena	beberapa	faktor	tersebut	 juga	berperan	penting	dalam	menjalankan	
pemerintahan	 dan	masyarakat	 bisa	 berperan	 sebagai	 pengamat	 yang	 bijak	
dalam	bersikap.	
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